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NTB GEMILANG DI TENGAH KAPASITAS
FISKAL DAERAH YANG RENDAH

Oleh: Tim Peneliti FITRANTB

NTB Gemilang telah menjadi slogan yang popular
dalam beberapa bulan, sejak kemenangan pasangan
Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah dalam
perhelatan pemilihan gubernur pada pertengahan tahun
lalu. Pasangan ini mengidentifikasi diri sebagai pelanjut
ikhtiar TGB. Dua periode TGB meninggalkan cerita
sukses. Zul-Rohmi diharapkan banyak pihak dapat
menyamai capaian-capaian pemerintah sebelumnya.

Tahun 2019 adalah tahun pertama implementasi visi
NTB Gemilang. Visi ini diterjemahkan dalam 6 misi, yaitu:
(1) NTB Tangguh dan mantap; (2) NTB Bersih dan
Melayani; (3) NTB Sehat dan Cerdas; (4) NTB Asri dan
Lestari; (5) NTB Sejahtera dan Mandiri; dan (6) NTB
Aman dan Berkah. Misi-misi ini selanjutnya
diaktualisasikan dalam bentuk 59 program unggulan
sebagaimana tercantum dalam RPJMD NTB Tahun
2018-2023. Seluruh misi tersebut diharapkan terwujud
pada akhir periode kepemimpinan paket Zul-Rohmi.

Efektifnya visi NTB Gemilang berjalan tahun ini dan
akan menyongsong tahun kedua yang diawali dengan
serangkaian tahapan perencanaan, baik partisipatif,
teknokratis, politis, bawah-atas dan atas-bawah. Secara
konsep, visi NTB Gemilang memperlihatkan semangat
dan komitmen pasangan Zul-Rohmi untuk mendorong
NTB keluar dari citra negatif sebagai daerah kantong
persoalan sosial secara nasional. Bahkan visi ini
menyiratkan keinginan untuk mendorong NTB dapat
berkiprah di kancah nasional dan internasional. Namun
semangat dan komitmen ini harus diringi dengan
komitmen penganggaran yang pro rakyat dan inklusif
sebagai cermin komitmen yang tercantum dalam RPJMD
NTB 2018-2023, agar visi besar tersebut tidak menjadi
pepesan kosong. Dan tentu diharapkan mampu
berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,
terutama kelompok rentan.

Semangat visi-misi pasangan Zul-Rohmi patut
diapresiasi. Namun kita tahu bahwa implementasinya
dihadapkan dengan kendala dan tantangan yang tak
ringan. Pertama, kondisi perekonomian daerah
mengalami perlambatan akibat sektor pariwisata yang
terpapar dampak bencana gempa bumi dan kenaikan
harga tiket pesawat. Kedua, proses pileg 2019 yang
diprediksi menghadirkan anggota legislative yang minim
kapasitas dan akuntabilitas. Ketiga, ketersediaan dana
pembangunan daerah yang terbatas.

Ketersediaan dana pembangunan akan sangat menentukan
keberhasilan seluruh program pembangunan daerah. Pada
banyak kasus, meskipun anggaran tersedia secara
memadai, tapi dikelola dengan buruk juga dapat menjadi
factor kegagalan pembangunan. Adanya konsistensi antara
rencana program pembangunan daerah dengan rencana
anggarannya memperbesar peluang keberhasilan program.
Namun, pemerintah daerah selalu dihadapkan dengan
(potensi) anggaran yang terbatas.

Bagaimanakah kondisi kapasitas fiskal daerah? Dan
bagaimana peluangnya dalam mendukung pencapaian
visiNTB Gemilang?

KINERJAPENDAPATAN DAERAH

Kinerja penerimaan pendapatan daerah tahun 2018
adalah yang terburuk dalam satu dasawarsa terakhir.
Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2018 minus (-)
2,8 poin persen. Padahal dalam 10 tahun terakhir, baik
dari sisi nominal maupun pertumbuhan pendapatan
daerah cenderung mengalami peningkatan signifikan.
Rata-rata pertumbuhan dalam periode 2008-2017 sekitar
20%. Padahal di saat bersamaan, daerah memiliki
kebutuhan belanja daerah yang terus mengalami
peningkatan. Akibatnya, terdapat deficit sekitar 297,6
miliar rupiah, yang juga menjadi nominal deficit tertinggi
sepanjang 10 tahun terakhir.

Grafik. Tren Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2014-2019 (dalam miliar rupiah)
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merosotnya

Merosotnya pendapatan daerah tahun 2018 disebabkan
oleh merosotnya realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD). Pada
tahun 2017, nominal PAD terealisasi sebesar 1.684,5 miliar
rupiah. Lalu pada tahun berikutnya turun sekitar 24,2 miliar
rupiah (-1,4%). Penurunan PAD ini tidak terlepas dari merosotnya
penerimaan deviden (laba) dari investasi permanen pemda pada
BUMD maupun perusahaan lain. Hal ini juga tampak dari
mengecilnya kontribusi jenis penerimaan ini terhadap PAD.
Disamping turunnya penerimaan retribusi daerah dan penerimaan

Merosotnya pendapatan daerah tahun 2018 disebabkan oleh

realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD). Pada tahun

2017, nominal PAD terealisasi sebesar 1.684,5 miliar rupiah. Lalu
pada tahun berikutnya turun sekitar 24,2 miliar rupiah (-1,4%).

PAD lain yang sah. Kondisi ini berdampak terhadap tingkat
kemandirian daerah dalam membiayai prioritas pembangunan.

Penerimaan dari retribusi daerah mengalami penurunan
signifikan, jauh dari potensi sebenarnya (mark down).
Penurunan ini terjadi sejak tahun 2017 dengan realisasi sebesar
23,1 miliar rupiah, dan kembali merosot pada 2018 menjadi 21
miliar rupiah. Padahal pada tahun 2016 realisasinya mencapai
29,8 miliar rupiah. Pada 2019 ini proyeksi penerimaan retribusi
daerah hanya sebesar 23,8 miliar.

Grafik. Kontribusi Penerimaan Deviden dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD)
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Rasio kemandirian daerah terus mengalami penurunan.
Penurunan ini berakibat pada pola hubungan pembangunan
daerah yang akan cenderung minim partisipasi. Dengan rasio
kemandirian daerah tahun 2019 sebesar 47,2% menempatkan
kemandirian daerah pada kategori rendah. Padahal pada tahun-
tahun sebelumnya selalu di atas 50%.

Indikator diskresi fiscal daerah dalam dekade terakhir juga
menunjukkan kontraksi yang mengkhawatirkan. Indicator ini
memperlihatkan bahwa terjadi penyempitan celah fiskal atau
tingkat keleluasaan pemerintah dalam mengatur pengalokasian
anggaran dalam membiayai prioritas pembangunan daerah, atau
sederhananya tingkat kemampuan keuangan daerah setiap tahun.

Grafik. Diskresi Fiskal Daerah Provinsi NTB
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ANALISIS BELANJADAERAH

Mengutip prioritas belanja dalam RPJMD 2018-2023,
belanja daerah diprioritaskan untuk kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas
pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah
berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan
kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan
infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan
sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu
kebijakan umum Belanja Daerah diarahkan untuk:

1). Belanja pegawai akan diarahkan secara lebih efektif
dan efesien;

2). Mengalokasikan belanja hibah dan bantuan social
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah dalam menutupi kesenjangan fiskal
anggaran dan aspek keadilan serta pemerataan;

3). Berupaya mengalokasikan belanja sesuai dimensi
pembangunan Nawa Cita sesuai amanat Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN
Tahun 2015-2019;

4). Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan
sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah
termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah

belanja daerah tidak mengalami perubahan,

Dalam tiga tahun terakhir, nominal

bahkan cenderung turun.

(BOS) yang bersumber dariAPBD

5). Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka
peningkatan bidang kesehatan sesuai amanat
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

6). Meningkatkan alokasi anggaran untuk program dan
kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan
ekonomi masyarakat dan upaya pengentasan
kemiskinan;

7). Melanjutkan program percepatan pembangunan
infrastruktur jalan dan program unggulan lainnya.

8). Memberdayakan masyarakat di daerah penghasil
tembakau. Pemberdayaan menyangkut penyediaan
sarana prasarana pendukung bagi pengembangan
ekonomi lokal, peningkatan keterampilan,
dukungan usaha ekonomi produktif, maupun
penyediaan infrastruktur strategis.

Dalam tiga tahun terakhir, nominal belanja daerah
tidak mengalami perubahan, bahkan cenderung
turun. Realisasi belanja daerah pada 2018 lalu lebih
rendah (0,3%) dari tahun sebelumnya. Dan pada 2019
hanya diproyeksi meningkat 0,1%

Grafik. Pertumbuhan dan Belanja Daerah Provinsi NTB
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Kualitas belanja daerah menurun pada tahun 2019.
Hal ini terlihat dari tergerusnya alokasi belanja program pada
kelompok Belanja Langsung. Alokasi Belanja Langsung
pada APBD 2019 sekitar 40,7%, di bawah proyeksi dalam
RPJMD (41,5%). Sementara alokasi anggaran yang tidak
terkait langsung dengan pelaksanaan program (kelompok
Belanja Tidak Langsung) sekitar 59,3%, yang sebagian
besar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pegawai senilai
1,5 triliun rupiah (28,5%), serta belanja hibah dan bansos
sebesar 961,3 miliar (18,3%).

Selain itu, komposisi Belanja Langsung pun jauh dari
ideal. Belanja modal yang merupakan belanja produktif
tertekan hingga 31,4% dari total belanja program, dan
menjadi yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir.
Sebaliknya, jenis belanja barang dan jasa mengambil porsi

Rata-rata alokasi belanja program untuk aparatur
dan administrasi perkantoran cenderung meningkat

dalam tiga tahun terakhir.

terbesar (59%) dari total belanja program. Seharusnya,
pemda mengalokasikan belanja modal minimal 50% yang
dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur layanan dasar
yang merata di Pulau Lombok dan Sumbawa. Nominal
belanja modal yang tinggi juga dapat berdampak signifikan
terhadap pergerakan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rata-rata alokasi belanja program untuk aparatur
dan administrasi perkantoran cenderung meningkat
dalam tiga tahun terakhir. Dari 10 OPD yang dinilai,
rata-rata alokasi belanja program untuk kebutuhan
aparatur dan administrasi perkantoran mencapai 17,7%,
selanjutnya pada tahun 2019 meningkat menjadi 18,5%.
Peningkatan ini berdampak pada berkurangnya alokasi
anggaran program yang secara langsung dirasakan oleh
masyarakat.

Tabel. Belanja Aparatur dan Administrasi Perkantoran di Beberapa OPD

No. OPD 2017 2018 2019
1. Dinas Pendidikan 6,3% 4,7% 3,1%
2. Dinas Kesehatan 21,2% 52, 7% 22,9%
3. RSUP 3,0% 1,8% 1,6%
4. Dinas Pertanian dan Perkebunan 14,8% 20,0% 16,3%
5. Dinas Kelautan dan Perikanan 36,9% 31,9% 40,4%
6. Dinas Sosial 25,2% 16,2% 27,5%
7. Dinas Perdagangan 9,7% 7,4% 14,9%
8. Dinas Koperasi UKM 33,7% 27,2% 24,5%
9. Dinas Pariwisata 10,7% 13,5% 10,7%
10. DP2AKB 15,4% 14.7% 22,6%
Rata-rata 17,7% 19.0% 18,5%

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan
bahwa kondisi dan kebijakan keuangan daerah kurang
mendukung pencapaian visi NTB Gemilang. Hal
tersebut terlihat dari berbagai indicator yang
mencerminkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah
maupun pengalokasian belanja daerah.

Untuk meningkatkan peluang keberhasilan visi NTB
Gemilang, FITRA NTB merekomendasikan kepada
pemerintah Provinsi NTB untuk:

1) Mengoptimalkan penerimaan deviden dari
investasi pemda pada BUMD maupun perusahaan
lain, dengan meninjau kembali efektivitas
penyertaan modal dan menempatkan para

professional pada BUMD;

2) Memetakan potensi retribusi daerah yang dapat
dihimpun agar proyeksi penerimaannya sesuai
dengan kondisi riil;

3) Meningkatkan alokasi belanja program (Belanja
Langsung), terutama proporsi belanja modal untuk
peningkatan pemerataan infrastruktur layanan
dasar yang menjadi kewenangan pemerintah
provinsi, serta infrastruktur pendukung untuk
program prioritas sector pertanian dan pariwisata;

4) Mengidentifikasi potensi realokasi pada belanja
program yang berorientasi pada aparatur dan
administrasi perkantoran, agar dapat
direalokasi untuk membiayai program prioritas.
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